
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 6/HK.O3. l-Kpts / 3324 / KPU-Kab /t / 2o2t

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2O2L

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang a bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan

pelaksa-naan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan

program kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi;

sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi

Pemerintah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Instansi Pemerintah,

bahwa dalam pel,aksanaan reformasi birokrasi di

suatu lembaga/ unit kerja dilalsanakan oleh tim

yang dikoordinasikan oleh kepala unit

pengawasan internal instansi sesuai dengan

ketentuan teknis yang diperlukan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

b
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Kabupaten...



a

Mengingat

Kabupaten Kendal tentang Kegiatan Rencana Aksi

Reformasi Birokrasi Tahun 2O2l .

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 61O9);

3. Peraturan Presiden Nomor 8l Tahun 2OlO tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2O|O-2O25;

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O

tentang Rencana Pembalgunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O2+;

5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2Ol7

tentang T\rnjangan Kinerja Pegawai di

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 27Ol;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun

2OL4 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi

Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

30 Tahun 20la tentang Perubahal atas

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun

2Ol4 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi

Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 1220);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25

Tahun 2O2O tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2O2O-2O24;

8. Peraturan ...
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8. Peratunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 32O)

sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l
Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum'

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tah:ur. 2O2O Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2O2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan

Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum KabuPaten/ Kota;

lO. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

1334/oRT.o4-Kpt/05/KPU ltxl2ot9 Tahun 2Ot9

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemithan Aceh dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten / Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

612 I OKl.O4-Kpt/O5/KPU/ru1 / 2O2O Tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum

Tahun 2O2O-2O24;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kendal Nomor O5/HK.O3.l-Kptl3324l[(PU'

KablIl2)2l tentang Pembentukan Tim Reformasi

Btokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kendal Tahun 2021.

MEMUTUSKAN...



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KELIMA
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAEIUPATEN

KENDAL TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA

AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KENDALTAHUN 2021.

Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2O2l

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana

dimaksud dalam Dil<hrm KESATU bertujuan :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kendal;

2. Semua unsur berkewajiban bertanggungiawab untuk

melaksanakan rencana aksi secara koordinatif dan

bertanggungiawab;

3. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kendal yang profesional

dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja

tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan

memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik

Aparatur Negara;

4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem

manajemen sumber daya manusia yang profesional di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kendal.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 1l Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

fLsL]
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sesual dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KENDAL
Bagian Hukum,

4.'.r
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LJIMPIRAN I

I(EPUTUaAN KOMISI PEMILIHAN UMUM K,IBUPATEN KENDAI- NOMOR 6/HK.03.1'
Kptl 3324 I (Pu"l{,bl ll 2021 TEI{TANO PENBTAPAN KEOIATAN RENCANA AXAI REFORMAAI
BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2O2I

RATCANA A(6t RETORIIATI BIROI(RAAI
DI LI]|GXUTOAI{

BEXRATARIAT KOftAI PEUILIIIAIf UTUX X.ABI'PATET XITDAL

Kaputuoen tcntatg Tltn
Rcforrnasl Birol(rari yanS
malibetkan saluruh unit
orSaniaari.

KcSleten ki.k o/J (dcklarasi)
2 pclakrenaal Reformasi

Birokra.i.

Kcgiaten losialisaai nilei
3 nilai mlnimal aatu tahun

&kalt,

IPembantukan Tiln Reform$l
Birokrs.lI

Mernbentuk Tim Rcfoineai
Blrokraai yang dit.tapkan
dengan k.puturan.

Pambaogunan komltmcn
bcrBama lcluruh j4aran

^ pcgawal dan p.Jebat untukz mclekaenaken Rcformasi
Birokrari rccara konsiatcn dan
mclakukan pcrubehan mcntel.

soBlali.ssi nllai-nilal untuk
mcncgaakan intctlita!,3

.J

Kc8iatan menejcmcn
pcrubehan paling scdikir
dua kali ddam Batu tahun.

Pcmbcriah peggwai tcleden
2 mtnimEl .etu kali dalem

aatu tahun.
goeiall.e.i kcSiatan
Rcromaai Birokraai mclelui
bcrbetri mcdia loatalilaai
ackrctarlat.

3

Pclakrenean Man4emcn
Pcrubahan

2
lntcmali.a3i eccera tcrua
mcncrus Rcformari Blrokmri
dan rcncena ekci.

Pemb.rian pcn8harsaan untuk
mendorcng motlvaoi pcrubahan,

Sosieli6aai R.formaai Birokrali
3 mclelui bcrbagsi rncdia kcpeda

pihak intcmal dan ck6temal.

2

I
lf,.nrjom.n

TcrlakBanannya Sosiallaarl dan
Intcmallsdli Oratifikaal dan
Bcnturen KcpcntinSan dl
IinSkunSan setue, kcrja,

Sooialiaasl dan Intornaliaarl
Orstlflkla{ dan Bcnturrn
KeFntin8An di linSkuntan Satuan
kcrje,

I
So.lalhai d.n Intcmdhari
Pcn8aw6sen

Ditctapkannye kcputuBan
terkait Satuan Tugas SPIP

Tcrlek.enanya kegiatan
SPIP.

Pcnya$paian L.poran SPIP
yeng tcpat ili dan waktu.

l

2

3

n

PembanSunen Siltcm
Pcngawagan Intcm2

P.hbentukan Satuen Ttrgaa
I Sistcm PcnScndalian Intcm

Pcmorintah (SPIP) .

^ McnyclanSSaraken kcSietan SPIP

'yan8mcllpud:

a. rhcnetapken lingkunSan
pcn8cndalian;

ro AREA PERI'BAHAT KE(}IATAII AT'B KECIAAAI ITIDIXATOR NTBERIIAATLAI|
PE!"AXSAXAJTT lBULAxl KET

1 4 5 6 ? a 9 10 11 12



TO AREA FERI'EAHAI{ KE,OIATAX SUA KEGIATAjT INDIKATOR KEBERIIA6II,ITII
PEhXAANAAIC (BULAI(I

NET
1 2 3 4 5 6 7 a 9 lo 11 t2

2
P.naurtln
P.nalrrtrn

b. mclakukan pcnileien rcsiko;

c. hclakukan kegiatan
pcngcndalian;

d, mclekukan informaBi den
komunlkaai pan8awae6n; den

c, mclakukan pcmanteuan
p.nSendelien int.m,

rt

Pcnantanan Pcngaduerl
Maoyarakat KPU

3

I
Pcmbengunan airtcm
pcngaduan meiyarekat

2 Menyclcng8arakan ai.tem
prnEadurn melyeran<at.

Mclakukan monitorirg den
3 evaluaBi aistcm pcngaduan

maayarakat.

l
Tcrscdianya unit pcngclole
pcngaduan masyarakat,

2
TeBcdienye laporan
pcngclolaan pcngaduen
mesyerakat,

3
Ponguatrn
A.tunt.bllltr. Kln.rrr I

Pcmentauen Capaian Kincrje
.ccere B.rkala

EvalueBi lnt.mel
Akuntabilltas Klncda

3
Pcningkatan Kompctcnri
Akuntabilitas

Pcleporen kincrja

Pcnyuaunan Laporal Sirtcm
Akuntabilita. Klneda
Pcmcrintah (SAKIP) yang tepat
iBi dan waldu,

P.laporan akuntebilitas kincrja.

Pcyu6unen Ldporan
Akuntabllita. Klncde Instrr.i
Pemcltntah (l,{KlP) yang tcpat
iai dan waktu.

Pclatihsn ekuntabilttaa kinede

Te akaananyr kcgietan
pcndidikan/bimblngan
tcknir/pcladhen panyuaunan
LAKIP dan SAKIP di ltngkungan
sck ctariet KPU,

KWNC
PROV

4
P.nlurtrn Trtr
LrIdnr

Pcrluesan pcnarapan e-

$rr€mrn€nt yang tcrintcgrasi
dalafi pcnyalcnggerean
pcmc.intahan dan
pcmbanSunan KPU

l
Pangirinan opcBtor untuk
mcn8ikutl pelatihan

2 Pcngisian bcrbaSai eplikeli

op€mtor m.n8rkuti
1 P.ndidikan dan Pclatihan

{Diklatl

2
l0or% (acretu! pcr3enl
spltkaai terl8i dcngan baik

KWNG
PROV

lrnplcrnantali Undang-
2 Undeng lctcrbukeen

lnforrnari Publik KPU

Pcmbentukan Pejabat Pcngclola
I Informasi dsn Dokumcntasl

(PPrD).

3
Pcnfraunan dan pcnyampalen
lapomn PPID,

Teracdlanya .truktur PPID
di tinSkat latuan keda.

Pamenuhan pcrDintaan
2 tcrhadap lnformari den

dokumantari.

3
Tersedienye leporan
pclak8anaan PPID.

2

2 Pelakaanoan kcgistan PPID.

t

i
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3 Pcncrapan Slstem Kaar8ipan
yang Handal KPU

I Pen€rapan aistcm arslp.

) KerjasaDia dengan Badan Arsip dan
Pcrpustakaan Da€rah,

l AI3ip .tattu dafl dinalal8
tert{te dcngan balk,

Tcdalin kerja8ama dengan
Dlna8 Kcarsipan dan
Parpustakaan Dacrah,

)

Monito.lnS dan EvaluEsi
4 Pelahanaan ProSram Pcnguatan

Tata laklana I(PU

I
Pc[yusunen Standar Opcraslonal
Prm€dur {8O8.

2 Pelakganaan SOP

I
SOP ocluruh unit keda telah

) SOP !€luruh unit k€da tetah
dtlaklanalan.

P.rbalkan bc.kclar\iuts'I
s program pcnguetan tetalal(Bena

KPU
Evaluasi pelakBanasn SOP

Adanya dokumen cvaluasl dan
tlndak lanjut pclaksanaan SOP,

I P.ftncanaan kcbutuhan
2

I Ters€dlanva peta jebatan

lcr.apalnya EBtrukturlEa8l 17
2 {tduh b€las) p.8awai

kabupatcn/ kota.

KWNG
KPU RI

) Pengcndallan Jumlah pegawai
Aparetur Sipll Negara IASN)

Panglsian pegawal 6!6uar dangan
juElah maklLflal.

Terrapalnya rcstrukturla$i 17
(tujuh bclas) pcga$'at
kebupatcn/ Lota,

ItWNG
KPU RI

3 Sbtem rckruitrnen
Slstcm rekrutman peSewai transparan
dan akuntebcl (peSawai non PNS).

Adalya Shtcm rrkrutmcn pc8Awa,
tianlparan dan akuntabcl
(t rEasuk untuk pcgawai nor
PNS},

4 Shtem promooi secara tcrbuka Pr0mosi jabatan tcrbuka.
Ters.lenS8aranye keSiratan
promosl B€cara tcrbuka,

TDK
ADA

5 Pentlsian kin.,ja pe8aw€t
Melaksanakan p.nllalen klnida PNS
rn.lalut SKP.

Seluruh PNS melaksanakan sKP

Rcuard 6nd p//,,lsht efi
bcrba8ir kherja

I
Pemllihon pe8awai t ladan dl
lingkungan Eatuan k€da.

Pcngcna{a .dnk.i dhtp!! ba8t
pcgewal yE g mclanggar kat ntuan

2 p.ratlrmn perundang-und6n8En'

Tersedlsnya mekanlsme
pemlilhan pcSe{,al tcladan

Terlcdlanya Laporan dan
2 dokumentasl kcglatan

Pemillhan p8awal tcladan

Terscdlanya laporan
peneEaken diBiplln.

7 Slotem Infoamesl ASN
M.laporkan dala pegawal 6ecara

I007o {seretus pcr8ln) pengblan
Shtcm lnformasi PcDy.LngSera
Per lu {SIPP).

KPU RI
nd.k
Blaa

Dibuka
(ndak
Akr14

P.laurt a aht.e
M.Dd.E.n ADU AaIf5

I PcnYuBunan pcta lebatan,

PcnSilian paSan/ei !.Bual dcngan
p€ta jabetrn

I

3
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I Siltem pcn8kaderan pcSawai
ASN

Pelakranaa[ kcglatan K^ouwa
Sftaang bagi pcecrta dlklat dan
bimbingan tcknis.

Laporen kcgiatan r(nouLedgG
Shanng di linSkungan satuan
kcrj6.

6 P.n8u.t.n P.nturrn
P.rund.nt- Undu8.n

I

Hemoniaad pcraturan
perundanS-
undangan/produk hukum
setuan kcrja

Mclakukan identillkasi, enalisi.,
dan pcmetaan tcrhadap scluruh
produk hukum (keputusan,
bcrita acara, pcrjanjlsn
kerjalame) di linSkungan aatuan
k.rje yanS tidak
harmonlB/ sinkron.

Mcldluken rcvisi tcrhadap
produk hukum (kcputusan,
bcrtte acara, pcrje4jlan

2 k rje.ama) di lintkunSa, satuen
k rja yenx ddak
harmonta/ einkIon,

l

Tclah dilakukan id.ntifi ka.i,
analisi!, den pcmetaan
terhadep aaluruh produk
huku6 (kcputu.an, brrita
acata, pcrjenjian kerjaaarna)
di linglongan latuaD kcrje
yang tidak
harmonls/ linkron,

Rcvbi ete! produk hukurn
(kcputulan, barlta acere,
perja4ilen k.rj$erne) di
linSkuntan ratuan kcrj6
yang tidok
harrnonh/sinkron.

2

SiatcrD png.nde.lien dan
2 p.nyurunan produk hukum

aatuan kcda

Pcnyusunen Standar Opcraaroanal
Pro.rdur (gOPl ploduk hukum.

Jumlah nalkah produk hukum
yang tclah dibuet/dirwili
malalui proa.r .cluei dan8en
soP.

7
P.nlir8hrtra Xurllt..
P.hy.arn Publtl

I
Prnclepan p.layenan latu
atep KPU

I

2

3

4

Kcblakan atander pclayanan,

Pcnyusunan maklumat
pehyanan.
Pcnyurunan dan pclakoenaan
SOP pcleyenan.

Palayenafl dipulatkan dalea
latu tcmpat,

I
Tarsodlanya ltandar
DclaYsnen.
Tcr6cdianya lnaklufiat
Pclayanan.

Tc$cdienye SOP pclayanan

2

4 Pclqyanan tcrpadq delam
aatu tlinpet.

Pcncrapan parti8ipa.i publik
2 delerr upaJa henlnSkatken

kualiter pclayanan

I Pendidtkan bagi para pcmilih

2
Melakaanaken kcdetan yang
mclibetkan stakehold.r.

Tcrscdia den
tcrselcnSSarenye leyanan
Rumah Pintar Pcrntlu (RPP)

2
Tcrwujudnya kcgietrn
mclibatkan lrdksholdei

PcnSuatrn p.ngelolaan
penteduen msayqrak4t yenS
efcktif dah tcrintcgrasi lclEra
narional

3 PcnScloiean pcngaduan masyerakat

I
Dibcntuknye h6lpd.rk
PcnSeduen malyalal(at,

lcrs.dianye gOP pcl,eyanan
pcrSaduan.

?crlal.enanya cvaluari.

2

4

Pcncrapan E&,a/d and
pun&rEnl dalam
pcnyclen8Sa.aan pclayanan
Dublik

Pcncrapen reur@7d and punisfitctt
dalam pcnyclen8garaan pelayanan

pcngaduan yanS masuk.



TDK
ADAI Reor8anisasi

I KlaetcrisasiSekretariat

2 Alih Status

3 Penataan stef

I

2

3

4

Tcriolnya Jabatan Stiukturel
dan Antgota KPU s€luai
Klaatcr,
Mcnurunnyajumlah
pcmwai DPK.
P.nguaulan DPK uDtuk dlih
atatua,
Pcnetaan sta( menjsdi rtaJ
fungsional.

TDK
ADA

TDK
ADA

I P.nSurtrn
N.l.nrb.lrin

2 Badan Ad Hoc

I Rek itm.h Badan Ad Hoe

2 Bimbingan Teknig

l

2

Tcrbcntuknya PPK, PPS, dan
KPPS,

Menurunnya jumlah
s€n8kcta Pcmilu /Pemilihan.

L\ MIJ

Dttetapkan di Kcndal

thda tanggal I 1 Janueri 2021

KETUA KOMIgI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA
dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KENDAL
Hukum,

rIJ

ro AI.EA PERUBAIIAJ{ XTGIATAJT AUE XEGIATAIC II{DII(ATOR KEBERIIASTLAII
PELAIGATAA (BUIAX) xtT
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